SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN
MASS RAPID TRANSIT KORIDOR TIMUR - BARAT FASE |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

d.

1

bahwa untuk mendukung kelancaran pembangunan dan
mengakomodasi mckanisme penyelesaian klaim dalam
penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat
Fase I, perlu dilakukan perubahan mengenail komponen
pembiayaan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan
Mecnteri Koordinator Bidang Perekonorman Nomor 2
Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mass Rapid Transit
Koridor Timur - Barat Fase [;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat
Fase I;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

1

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang
Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pclaksanaan Proyek
Stratcgis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 259);

Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 339);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyeck
Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2026
tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021
tentang Perubahan Daftlar Proyek Strategis Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor
124);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perckonomian
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mass
Rapid Transit Koridor Timur - Barat Fase I (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 923),;



Menetapkan

.-

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR
2 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN MASS RAPID
TRANSIT KORIDOR TIMUR - BARAT FASE L.

Pasal I
Ketentuan huruf c¢ Pasal 6 Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perckonomian Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Mass Rapid Transit Koridor Timur - Barat
Fase | (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
339) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Jumlah pinjaman untuk penyelenggaraan MRT Koridor Timur
- Barat Fase | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
ditujukan untuk kegiatan, meliputi:
a. jasa konsultansi penyelenggaraan MRT Koridor Timur -
Barat Fase I;
b. pengadaan dan pembangunan MRT Koridor Timur - Barat
Fase [ paling sedikit terdiri atas:
1. infrastruktur dasar;
2.  rollingstock;
3. sistem perkeretaapian;
4. depo; dan
5. fasilitas lainnya vang terkait,
sampai dengan MRT Koridor Timur - Barat Fase | siap
beroperasi; dan
c. pembiayaan lainnya, terdiri atas:
1. wvariation order;
2. contract price adjustment; dan
3. contractual claims, termasuk financing charges,
sesuai dengan hasil audit vang dilakukan oleh Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 11
Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



I

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DHAHANA PUTRA
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